UNIT PELAKSANA. TEKNIS DINAS (UPTB) PENDI DIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang ‘y b ‘a. bahwa sebagai tindak lanjut dari h; eraturan Daerah Kabupaten
| | Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kutai Timur Nomor 08

.@Hﬂs Pendldikan ‘maka dlpﬁﬁdmg Wﬂu
Pelaks ana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Kmai Timur

b. bahwa untuk maksud tersebut pada humf a diatas perlu

ﬁht&tapkan Pembentukan Susunan (
Unit Pelaks
Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kabupaten
Kutai Timur |
1. Unéang~ Undang N@mm 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok
Kep egawaian (Lembamn Negara Re:pubhk Indonesia Tahun
1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
:daﬁesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Repub}ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); |
Jndang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Organisast “dan Tata Kera

ana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan

nukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
lan Kota Bontang (Lembaran-




Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
| Seagaimama telahtdiubah dengan Undang — undang Nomor 7

“Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

‘Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3952); . | -

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daeraﬁ (Lamamn Negara ‘ Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nem@r 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Perundangan-undangan Pengganti Undang-undang Nomor 3
“Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
'N()m;{): 3 8, Tambahan Lembaran Ne
Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang

cara Republik Indonesia

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Orgamsam Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran N%ara
Repubhk Indonesia Nomor 4262); |

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahén, Pemberhentian Pegawai Negeri
Sapﬂ (Lemba;;ran- ﬂl’&gam Republik Indonesia Tahun 2003
Ni)mm 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001

temang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pend&g{idikam Kabupaten Kutai Timur.
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' KETENTUAN UMUM

! | Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur,

b. Pemernintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

a. Bupati adalah Bupati Kitai Timur;

b. Dinas Pend ifilkan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur,

C. Kepala:Di==~a§s;fadalah Kepala inas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

d. Unit P‘efalcfsélﬁa Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit

is Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
TD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Kutai "

- Pelaksana Tekn:

f. Kepala« UE

[imur;,

‘g Petugas Pendidikan adalah Staf Pelaksana yang membantu Kepala UPTD dibidang

Pengembangan Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.

h. Petugas Administrasi adalah- Staf Pelaksana yang ‘membantu Kepala UPTD dibidang

1. Kelompok-Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Funfsional pada Unit Pelaksana
Teknis ’-.imsf;Pendidikan,.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis yada Dinas F

endidikan Kabupaten Kutai _

Timur dinyat: kan dibentuk dengan Peraturan Bupmi,

i . j m}‘i‘»




Pasyél 3
jis Dinas Pendidlkan adaiah Unit Pelaksana Teknis Operasional

(1). Unit: P@la.j;sana Tek
Dinas Pendldakan Kabu_aten Kutal Timur.
(2). Unit Pelaksana Teknis Dmas Pendldlkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai

Timur terdm dari 4 (enr

:pat) Unit Pelaksana Tekms Dinas dengan wilayah kerja :

a. ‘Wllayah Muara Wahau mehputa Kecamatan Muara Wahau, Kombeng dan
-'Tclen | |

b. 4W11ayah Sang kuhrang mehpsutl Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran

da ;*‘Karangan

meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Busang dan

C. ~Wﬂayah Muara Ancalan

atan Muara Bengkal dan Batu Ampar.

dipimpm oleh seorang Kepala UPTD yang ¢
dibawah ¢

Teknis Dmas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tug

asnya berada

dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasai 4 l ~

~ Unit Peiaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

ggar a an pendidikan di kecamatan

Pasal 5

vagaimana dlmaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana
p

Untuk mﬁnyeleng

Teknis Dinas Pendldlkan mempunyai fungsi :

a. Perencan:’f ‘

, Pelaksanaan dan Pelamn Pendidikan;

Pengaga Sel—mlah
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BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan Orgamsasx Unit Pelaksana Teknis Dmas Pendidikan terdiri dari :
a. K@paia UPTD
b. Petugas»-Adimmtstmqi;

C. Petugﬁs Pendmdlkaﬂ | e

d. l;,{.ele:}fc:k Jabatan Fungsmnal

2) Bagan S ruktur Organisasi Umt Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana

tercantum ;;dalam lampiran Peraturan Bupati ini. -

| - Bagian Pertama

. Kepala UPTD

' | Pasal 7
Kepala UP I sebagmmana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf

a mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pendidikan di

T

b. Merencanakan,

Mengkoordinasikan, Mengawasi dan Mengendalikan semua kegiatan

|

-

- Bagian Kedua

Petugas Administrasi

 Pasal8
Petugas Admmlsﬁ'asz sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Huruf b mempunyai
tugas me}aksanakan pengelnla;an admlmsn‘asx kepegawman keuangan, perlengkapan
rana Pﬁndgldlkan

aémmxstrasx

mempunyai fungm

a. Pengel%ﬁla; Urusan Administrasi 'Képegawaiang Keuangan, Umum dan Perlengkapan;

b. Pengelola Sarana dan Prasamna Pendidikan.
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Bagian Ketiga
~ Petugas Pendidikan
Pasili10

Petugas Pendxdlkan sebagaimiana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf ¢ mempunyai

tugas membanm Kepala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan urusan pendmdikan
Pendidlkan Sekﬁiah dan Pendadakan Luar Sekolah.

Pasal 11

Dalam melakﬂanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Petugas Pendidikan

mempunyai ﬁm gsn

a.

2)

(1)

@)

| Pelaksana pembmaan dan n

- Kelomkl Fun

’dipimpin ﬁleh seorang

Penyusun rencana kebuwmn clan penempatan guru / tenaga pendidik;

Pelaksana pembmaan f tenaga pend}mk,

engembangan pendidik luar sekolah, kepemudaan dan olah

raga

 Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
' Pasal 12
smnal sebagimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf h,

mﬁm'unym tugas

liannya masing-

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keah
masing. - |
Kel.@m Q k ,-Jaha;tan Fu

seorang:tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah

gsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

{KPS).yang berada dar

1 bertanggun awab langsung kepada Kepala UPTD.

o | Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dapat dibagi
kedalam sub-sub Mﬂwwﬁk Pengawas sesuai dengan kebumhan dan masing-masing

tenaga;,,fun; ional senior.

Jumlah tena;

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

,, berdasarjan sifat, jenis, beban kerja dan Jumlah Sekolah.




ungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

(3) Pengmgkatan ‘pembinaan téna;ga‘

peraturan p&mndangan-undangan yang berlaku.

(4) Jems dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai

dmgan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BABV *
v " TATAKERJA .
~ Pasal 14

(1) Dalam ‘ﬁ’@i{é’laksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD mendapatkan bimbingan
teknis ciari Dinas-Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

(2) Dalam :ﬁékks&nakan tugas pokok dan fungsinya kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Kel‘qmmk Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkrﬂni,SQiSi dan sinpl ikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
Satuan rgamsasn di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Kepa}a UPTD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta membeﬁkan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.

4) Petugas Admmlstmm dan Petugas Pendidikan wajib mengikuti c?::m mematuhi petunjuk
dan bertanggunawa‘b pada kepaia UPTD serta menyampaikan Iapman berkala tepat
pada wakmnya

(5) Setiap laparan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakat

sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kep ada bawahan
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

~(1). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dmas dlangkt dan diberhentikan oleh Bupati Kutai

Timur.

(2). Kepala Umt Pelaksana Teknis .‘E:Di?nas adalah Eselon I'V.a.
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BAB VII |
PEMBIAYAAN
Pashi 16

Segala biayé{}y:an.g timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas

Pcndidik{an Kaupaten Kutat Timur.

~ BABVID
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal — hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasallls

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar su-;gayag;ﬁ;s‘gﬁap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penemamnnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

*’:q.

Ditetapkan di Sangatta
angegal 8 Juli 2005
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